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BAB V 
PEMBAHASAN 
A. Praktek Kerja Makelar Mobil di Showroom Mobil Putra Jaya Gandusari di Tinjau 
Dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) 
1. Makelar Menurut KUHD 
Berdasarkan temuan praktek yang peneliti dapat dari showroom putra jaya di 
Desa Gandusari adalah dari semua pekerja perantara/makelar mobil mereka belum 
mempunyai legalitas buku kerja dan juga belum disahkan oleh petinggi setempat, 
misalnya telah disahkan oleh pengadilan negeri setempatkan dan aturan-aturan lain 
yang sesuai dengan isi butir pasal 62 sampai 72 KUHD. 
Dalam prakteknya memang makelar sekarang jarang yang memiliki buku 
kerja yang seperti layaknya isi peraturan Undang-undang dagang, akan tetapi jasa 
makelar sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam mencarikan mobil atau 
menjualkan mobil. 
Begitu juga dengan upah makelar yang tidak banyak kalau dilihat dengan 
nominal harga barangnya, maka dari itu makelar dalam masyarakat sangat 
dimanfaatkan jasanya.  
Pengertian makelar menurut pengertian undang-undang, seorang makelar 
pada pokoknya adalah seorang perantara yang menghubungkan pengusaha dengan 
pihak ketiga untuk mengadakan berbagai perjanjian.
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Dari perumusan pasal 62 dan 64 KUHD tentang makelar, maka dapatlah 
diambil kesimpulan bahwa makelar itu adalah seorang yang mempunyai perusahaan 
dengan tugas menutup persetujuan-persetujuan atas perintah  dan atas nama orang-
orang dengan siapa ia tidak mempunyai pekerjaan tetap, dengan memperoleh upah 
tertentu atau provisi.
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Dengan demikian, seorang makelar itu tidak bertindak atas nama sendiri. Ia 
mempunyai perusahaan sendiri, tetapi tidak mempunyai hubungan tetap dengan 
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prinsipal-nya dan ia dapat memberikan jasanya sebagai makelar kepada pedagang. 
Makelar yang memberitahukan nama si pemberi perintah kepada orang dengan siapa 
ia berniaga, mengikat yang memberi perintah itu dan tidak dirinya sendiri.Makelar  
2. Ciri-Ciri Khusus Makelar Menurut KUHD 
Menurut KUHD makelar mempunyai ciri-ciri khusus yaitu:  
a. Makelar harus mendapat pengangkatan resmi dari pemerintah (c.q.Menteri 
Kehakiman)-(pasal 62 ayat (1)); 
b. Sebelum menjalankan tugasnya, makelar harus bersumpah dimuka ketua 
pengadilan negeri, bahwa dia akan menjalankan kewajibannya dengan baik 
(pasal 62 ayat (2)). 
c. Mengenai makelar ini diatur dalam KUHD buku 1, pasal 62 sampai dengan 72, 
dan menurut pasal 62 ayat 1 makelar mendapat upahnya yang disebut dengan 
provisi atau courtage.
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3. Legalisasi Makelar Menurut KUHD 
Dengan pengangkatan resmi dan pengucapan sumpah, maka dapatlah 
dianggap kedudukan seorang makelar itu semacam notaris ataupun pengacara. 
Menurut pasal 65 ayat (1) KUHD pengangkatan seorang makelar itu ada 2 macam 
yaitu sebagai berikut. 
a. Pengangkatan yang bersifat umum, yaitu untuk segala jenis lapangan/cabang 
perniagaan.  
b. Pengangkatan yang bersifat terbatas yakni bahwa  dalam aktanya ditentukan 
untuk jenis atau jenis-jenis lapangan/ cabang perniagaan apa mereka 
diperbolehkan menyelenggarakan permakelaran mereka, misalnya untuk wesel, 
efek-efek, asuransi, pembuatan kapal dan lain-lain.
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Apabila pengangkatan itu sifatnya terbatas, menurut pasal 65 ayat (2) KUHD 
maka si makelar tidak boleh (dilarang) berdagang untuk kepentingan sendiri dalam 
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cabang atau cabang-cabang perniagaan yang dikerjakanya, baik bekerja sendiri ataupun 
dengan perantara orang lain, atau bersama sama dengan orang laain ataupun menjadi 
penanggung (borg) bagi perbuatan-perbuatan yang ditutup dengan perantaranya.
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Mengingat akan sumpah seorang makelar, maka sudah semestinya para makelar 
itu juga menaati larangan yang tercantum daalam pasal 65 ayat (2) KUHD tersebut, akan 
tetapi dalam praktek sering ternyata bahwa larangan itu selalu dilanggar tanpa berakibat 
buruk bagi makelar-makelar itu.
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Menurut Prof. Sukardono, sudah semstinya mereka yang ternyata melanggar 
larangan tersebut oleh pejabat negara yang mengangkat mereka harus diberhentikan 
sementara (skorsing) ataupun dipecat dari jabatan pekerjaannya berdasarkan pasal 71 
KUHD.
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4. Jenis-Jenis Perikatan Perjanjian Makelar Menurut Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata (KUH Perdata) 
Menurut ilmu hukum perdata, perikatan dapat dibagi atas beberapa jenis 
sebagai berikut : 
a. Dalam Pasal 1235 KUH Perdata menyebutkan: Dalam tiap-tiap perikatan    
untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk 
menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai 
bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan. 
b. Dalam Pasal 1253 KUH Perdata menyebutkan: Suatu perikatan adalah 
bersyarat manakala  ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan 
datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan 
perikatan hingga tejadinya peristiwa semacam itu, maupun secara 
membatalkan perikatan menurut terjadinya peristiwa tersebut.   
c. Dalam Pasal 1268 KUH Perdata menyebutkan: Suatu ketepatan waktu tidak 
mmenangguhkan perikatan, melainkan hanya menagguhkan pelaksanaannya.   
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d. Dalam Pasal 1272 KUH Perdata menyebutkan: : Dalam perikatan-perikatan 
manasuka siberutang dibebaskan jika ia menyerahkan  salah satu dari dua 
barang yang disebutkan dalam perikatan, tetapi ia tidak dapat memaksa si 
berpiutang untuk menerima sebahagian dari barang yang satu dan sebahagian 
dari barang yang lain.   
e. Dalam Pasal 1278 KUH Perdata menyebutkan: : Suatu perikaan tanggung-
menanggung atau perikatan tanggung-renteng terjadi antara beberapa orang 
berpiutang, jika di dalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing 
diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran 
yang dilakukan kepada salah satu menbebaskan orang yang    yang berutang 
meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara orang 
berpiutang tadi.   
f. Dalam Pasal 1296 KUH Perdata menyebutkan:: Suatu perikatan dapat dibagi-
bagi atau tak dapat dibagibagi sekedar perikatan tersebut mengenai suatu 
barang yang penyerahannya, atau suatu perbuatan yang peleksanaannya dapat 
dibagi-bagi atau tak dapat dibagibagi, baik secara nyata-nyata , maupun secara 
perhitungan.   
g. Dalam Pasal 1304 KUH Perdata menyebutkan: Ancaman hukuman adalah 
suatu ketentuan sedemikian rupa seorang untuk jaminan pelaksanaan suatu 
perikatan diwajibkan melakukan sesuatu, manakala perikatan itu tidak 
dipenuhi.
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B. Praktek Kerja Makelar Mobil di Showroom Mobil Putra Jaya Gandusari di Tinjau 
Dari Hukum Ekonomi Syariah (HES) 
Prakek kerja makelar dalam penelitian ini ada praktek makelar yang mengambil 
upahnya tanpa sepengetahuan satu pihak yaitu dari calon pembeli. Hal tersebut 
dibuktikan dengan temuan penelitian yang sebagai berikut; Sebelumnya pemilik 
showroom memerintahkan atau memberi kuasa kepada makelar untuk menjualkan mobil 
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dagangan dengan harga sudah dipatok oleh pemilik mobil, sebelum makelar menunjukan 
mobil dan harga kepada calon pembeli maka makelar munaikkan harga asli dari penjual 
sendiri tanpa pengetahuan pembeli. kemudian setelah proses transaksi berhasil maka 
makelar mendapatkan upah jasa lagi dari pembeli mobil. 
Sebelum melakukan transaksi makelar juga ber akad kepada pemilik mobil terkait 
dengan upahnya, apabila makelar berhasil dalam penjualannya maka makelar 
mendapatkan upah jasanya dan juga sebaliknya apabila makelar belum berhasil dalam 
proses jual belinyan maka makelar juga tidak mendapatkan upah dari sipemilik mobil. 
Makelar dalam prespektif hukum ekonomi islam mengandung beberapa syarat 
yang harus terpenuhi ketika bertransaksi dan peneliti menemukan praktek transaksi 
makelar di showroom putra jaya Gandusari. 
Obyek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan,Obyek 
akad bukan hal-hal maksiat atau haram, Makelar harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka, 
tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram maupun yang syubhat, Imbalan berhak 
diterima oleh seorang makelar setelah ia memenuh akadnya, sedang pihak yang 
menggunakan jasa makelar harus memberikan imbalannya, karena upah atau imbalan 
pekerja dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja yang bersangkutan. 
1. Prinsip Makelar dalam ber Akad (Samsarah) 
Didalam hukum islam menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada 
pelaksanaan oleh pihak-pihak yang berkepentingan yaitu sebagai berikut.
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a. Jujur dan Amanah 
Kejujuran merupakan hal yang utama dalam mendapat keberkahan, dan kejujuran 
akan melekat pada diri yang amanah. Seorang makelar yang baik harusl bersikap 
jujur dan amanah dalam menjalankan pekerjaannya, tidak memanipulasi harga 
untuk kepentingan pribadinya atau menutupi cacat barang kepada calon pembeli.  
b. Beritikad baik   
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Seorang makelar harus memiliki itikad yang baik dalam memasarkan atau 
mencarikan barang yang dibutuhkan, tidak melakukan penipuan dan bisnis yang 
haram dan yang syuhbat (tidak jelas halal atau haramnya).   
c. Kesepakatan bersama  
setiap perjanjian yang telah dibuat haruslah berdasarkan kesepakatan bersama 
tanpa adanya paksaan dan tipu daya  
d. Al-muwanah (kemitraan)  
Seorang makelar harus menjaga hubungan kemitraannya baik dengan penjual 
maupun dengan pembeli, makelar haru dapat menjadi orang yang dapat 
dipercayai oleh kedua pihak tersebut.
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2. Hukum Perikatan Perjanjian Menurut Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Di dalam suatu peraturan tentunya berasal dari sumber-sumber yang diketahui 
dan dipercayai kebenarannya. Kebenaran ini merupakan kebenaran secara koheren, 
korespondensi dan pragmatik yaitu kebenaran yang diakui sejak adanya kebenaran 
tersebut secara turun temurun, diakui oleh orang banyak dan dalam kenyataan 
kebenaran tersebut memberikan manfaat bagi umat manusia. Dalam Islam juga 
memiliki sumber-sumber hukumnya tersendiri. Sumber-sumber perikatan dalam 
hukum Islam meliputi akad, kehendak pribadi, perbuatan melawan hukum, perbuatan 
sesuai hukum dan syari’ah. Macam-macam sumber perikatan tersebut pada 
hakekatnya dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu akad, Undang-undang 
atau yang disebut dengan qanun, dan kehendak perorangan. 
Dalam hukum perikatan Islam dikenal juga asas kebebasan berkontrak. Nilai-
nilai dasar asas kebebasan berkontrak dalam hukum Islam antara lain dapat dilihat 
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dalam Q.S Al-Maidah (5:1), dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Tirmizi 
dari Abdurrahman bin Auf yang artinya;  
“Dengan demikian kaum Muslimin dapat memasukan syarat apapun ke dalam 
perjanjian mereka dalam batas-batas ketentuan halal dan haram, serta batas-batas 
ketertiban umum syari’at, dan akad tersebut wajib untuk dipenuhi”.  
Hadits tersebut menjelaskan bahwa bentuk perjanjian tidak boleh 
mengindahkan larangan-larangan agama yang menentukan batasan-batasan halal dan 
batasan-batsan haram. 
 
 
